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Abstrak

Eksekusi hak tanggungan merupakan sarana hukum yang memberikan kepastian bagi
kreditur untuk menagih pelunasan utang melalui penjualan objek jaminan. Namun,
dalam praktik sering muncul persoalan ketika debitur mengajukan gugatan atas eksekusi
tersebut. Gugatan debitur umumnya didasarkan pada klaim cacat prosedural atau
pelanggaran asas kepastian hukum. Akibatnya, kreditur tidak dapat secara langsung
menikmati hasil dari hak tanggungan meskipun telah terjadi wanprestasi. Permasalahan
utama penelitian ini adalah: (1) bagaimana prosedur eksekusi hak tanggungan terkait
gugatan debitur, dan (2) bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam
konteks perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan
konseptual, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal,
sistematis, serta konstruksi hukum untuk menemukan pemecahan masalah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hak tanggungan memiliki sifat aksesoir terhadap
perjanjian pokok, sehingga pelaksanaan eksekusi harus tetap menjunjung asas legalitas,
keadilan, dan kepastian hukum. Regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan OJK Nomor 35/P0OJK.05/2018, serta
PMK Nomor 213/PMK.06/2020, menjadi dasar normatif pelaksanaan eksekusi. Dengan
demikian, kepastian hukum dapat tercapai apabila pelaksanaan eksekusi dilakukan
sesuai prosedur substantif dan prosedural, serta tetap menghormati hak-hak debitur.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Eksekusi, Perjanjian Kredit, Gugatan Debitur.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menghadapi perkembangan pesat dalam berbagai aspek
pembangunan yang berimplikasi langsung pada meningkatnya kebutuhan masyarakat
terhadap tanah. Tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai
objek jaminan dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam perjanjian kredit.
Dalam praktiknya, penggunaan tanah sebagai jaminan menghadirkan tantangan besar
ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga memaksa kreditur
untuk menempuh mekanisme eksekusi hak tanggungan. Mekanisme ini seharusnya
memberikan kepastian hukum bagi kreditur, tetapi sering kali justru memicu sengketa
hukum (Subekti, 2002: 57).
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Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak tanggungan
memberikan kedudukan preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang
melalui penjualan objek jaminan. Akan tetapi, praktik eksekusi kerap menimbulkan
masalah ketika debitur mengajukan gugatan terhadap proses lelang atau penjualan
objek hak tanggungan, baik dengan alasan prosedur tidak sah maupun adanya
pelanggaran hak konstitusional. Seperti dikemukakan J. Satrio, “jaminan tidak hanya
memberikan perlindungan bagi kreditur, tetapi juga harus menjamin keadilan bagi
debitur” (Satrio, 2002: 89). Persoalan yang timbul dalam eksekusi hak tanggungan
memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dengan
perlindungan terhadap hak debitur. Eksekusi seharusnya menjadi instrumen efektif
untuk menyelesaikan masalah kredit macet, namun dalam banyak kasus justru
menimbulkan ketidakpastian. Hal ini disebabkan oleh adanya gugatan yang diajukan
debitur ke pengadilan, yang seringkali menghambat proses lelang. Jan Michiel Otto
menegaskan bahwa “kepastian hukum tidak hanya terkait dengan keberadaan aturan
yang jelas, tetapi juga konsistensi pelaksanaan oleh aparat hukum” (Otto, 2006: 45).

Fenomena ini terlihat dalam beberapa putusan pengadilan yang berbeda dalam
menangani sengketa eksekusi hak tanggungan. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung
Nomor 246 K/Pdt/2020 yang memenangkan kreditur, berbeda dengan Putusan Nomor
1654 K/Pdt/2012 yang justru memenangkan debitur. Perbedaan putusan ini
menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan hukum serta
bagaimana asas kepastian hukum dijalankan dalam praktik (Mertokusumo, 2006: 113).
Dalam konteks hukum perbankan, keberadaan hak tanggungan merupakan bentuk
perlindungan yuridis terhadap risiko wanprestasi debitur. Bank sebagai lembaga
intermediasi membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk memastikan bahwa dana
masyarakat yang dikelola dapat kembali dengan aman. Namun, bila mekanisme eksekusi
justru menghadirkan ketidakpastian, maka fungsi hak tanggungan sebagai jaminan
hukum menjadi kurang efektif. Hal ini sesuai dengan pandangan Sudikno Mertokusumo
yang menyatakan bahwa “hukum bertugas memberikan kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan sekaligus” (Mertokusumo, 2006: 7).

Ketidakpastian eksekusi hak tanggungan semakin terlihat dalam praktik lelang eksekusi.
Beberapa pelaksanaan lelang tidak melibatkan pemberitahuan yang memadai kepada
debitur, sehingga menimbulkan celah hukum bagi debitur untuk mengajukan gugatan.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik, prinsip due process of law belum sepenuhnya
dijalankan. Padahal, asas legalitas menuntut setiap tindakan eksekusi harus berdasarkan
prosedur yang sah dan transparan (Ridwan, 2011: 34). Kepastian hukum dalam eksekusi
hak tanggungan juga berkaitan erat dengan fungsi Notaris dan PPAT dalam pembuatan
akta jaminan. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) merupakan dasar legalitas bagi
kreditur untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian,
kualitas dan keabsahan APHT menjadi sangat penting. Menurut Mulyoto, “akta autentik
adalah bukti sempurna bagi pihak-pihak yang membuatnya dan memiliki kekuatan
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eksekutorial” (Mulyoto, 2010: 92). Selain itu, peran regulasi dalam memperkuat
kepastian hukum juga sangat penting. Misalnya, Peraturan OJK Nomor 35/P0OJK.05/2018
serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yang mengatur teknis
pelaksanaan lelang memberikan pedoman untuk memastikan eksekusi berjalan
transparan dan akuntabel. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak selalu konsisten
dengan regulasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma
hukum dan praktik hukum (Hadjon, 1997: 66).

Debitur dalam beberapa kasus mengajukan gugatan dengan alasan hak
konstitusionalnya dilanggar. Gugatan ini pada umumnya berfokus pada ketidakadilan
prosedur, seperti kurangnya pemberitahuan atau tidak diberinya kesempatan untuk
melunasi kewajiban secara sukarela. Padahal, Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan
telah memberikan ruang bagi kreditur untuk melakukan parate eksekusi, yakni hak
melelang sendiri tanpa fiat pengadilan. Namun, keberadaan gugatan seringkali
menunda proses ini (UUHT, 1996: Pasal 20). Dari perspektif ekonomi, ketidakpastian
eksekusi hak tanggungan berimplikasi pada meningkatnya risiko kredit macet. Hal ini
pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas sektor perbankan. Bank yang menghadapi
risiko hukum dalam eksekusi jaminan akan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit,
sehingga berdampak pada distribusi dana di masyarakat. Menurut Hadi Shubhan,
“hukum kepailitan dan jaminan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi
melalui kepastian penyelesaian utang-piutang” (Shubhan, 2012: 21). Di sisi lain,
perlindungan terhadap debitur juga harus diperhatikan agar tidak terjadi kesewenang-
wenangan kreditur. Eksekusi yang dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan hak
debitur dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan
antara kepentingan kreditur dan debitur dalam pelaksanaan hak tanggungan. Hal ini
sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda yang menegaskan bahwa perjanjian yang
dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (KUHPerdata, Pasal 1338).
Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan kredit macet dan peran hak
tanggungan, namun masih sedikit yang menyoroti aspek gugatan debitur terhadap
eksekusi. Misalnya, penelitian Sigit Priambodo (2003) lebih menekankan pada tanggung
jawab notaris, sementara penelitian Zarfitson (2017) menitikberatkan pada pelaksanaan
eksekusi di tingkat BPR. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan dimensi baru
dengan fokus pada kepastian hukum dalam konteks gugatan debitur.

Dengan memperhatikan perkembangan kasus dan regulasi, terlihat bahwa problematika
eksekusi hak tanggungan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktik. Perbedaan
tafsir hukum antar aparat, tidak konsistennya pelaksanaan regulasi, serta adanya
gugatan debitur yang menunda eksekusi, menjadi isu utama yang perlu dianalisis lebih
dalam. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan penting, yakni
bagaimana prosedur eksekusi hak tanggungan dalam konteks gugatan debitur, dan
bagaimana kepastian hukumnya bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan teori jaminan
dari J. Satrio dan teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto sebagai landasan analisis.
Teori jaminan menekankan pada fungsi jaminan dalam memberikan perlindungan

47

P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915

http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI




7/

Vol. 13 No. 1 Februari 2026

WYU STISI

JURNAL HUKUM & KUM ISLAM

hukum bagi kreditur, sedangkan teori kepastian hukum menekankan pada pentingnya
aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam praktik hukum. Kedua teori ini
dipandang relevan untuk menjelaskan problematika eksekusi hak tanggungan yang
kerap menjadi objek sengketa (Otto, 2006: 48; Satrio, 2002: 90).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk memberikan
kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini
memperkaya kajian hukum perdata khususnya dalam bidang perbankan dan hukum
jaminan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi notaris,
PPAT, perbankan, serta aparat penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi hak
tanggungan dengan tetap menjunjung asas kepastian hukum, keadilan, dan
perlindungan hak-hak para pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang bertumpu pada bahan
hukum sekunder, dengan menelaah berbagai aturan hukum positif, doktrin para ahli,
serta putusan pengadilan yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum
normatif sering disebut juga penelitian kepustakaan karena mengandalkan data yang
bersumber dari literatur, peraturan, dan dokumen hukum lainnya (Soekanto, 2005: 12).
Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan
konsistensi penerapan hukum, khususnya dalam konteks eksekusi hak tanggungan dan
gugatan debitur yang membutuhkan analisis mendalam terhadap norma dan asas
hukum.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan analitis
(analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi, antara lain
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan teknis dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan. Pendekatan kasus ditempuh melalui
analisis terhadap putusan pengadilan yang berbeda dalam menafsirkan eksekusi hak
tanggungan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pdt/2020 dan Putusan
Nomor 1654 K/Pdt/2012. Sedangkan pendekatan analitis dan konseptual digunakan
untuk menelaah teori jaminan dari J. Satrio dan teori kepastian hukum dari Jan Michiel
Otto, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, serta klasifikasi
terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi.
Bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli hukum, buku, artikel jurnal, dan hasil
penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum,
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ensiklopedia, dan indeks. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, penafsiran
sistematis, dan metode konstruksi hukum. Menurut Mertokusumo, metode penafsiran
dan konstruksi hukum diperlukan untuk menemukan hukum yang hidup dalam
masyarakat, terutama ketika teks undang-undang tidak cukup jelas atau menimbulkan
multitafsir (Mertokusumo, 2006: 119). Dengan demikian, penelitian ini berupaya
menemukan solusi hukum yang tepat terkait kepastian eksekusi hak tanggungan dalam
menghadapi gugatan debitur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur Eksekusi Hak Tanggungan dalam Konteks Gugatan Debitur

Eksekusi hak tanggungan pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya
perjanjian kredit yang dijamin dengan tanah atau benda yang berkaitan dengan
tanah. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), apabila debitur
melakukan wanprestasi, maka kreditur berhak menjual objek hak tanggungan melalui
pelelangan umum tanpa perlu persetujuan debitur. Mekanisme ini dikenal sebagai
parate eksekusi, yang memberikan kemudahan bagi kreditur untuk memperoleh
kembali piutangnya. Namun, dalam praktik, pelaksanaan parate eksekusi kerap
menghadapi hambatan karena adanya gugatan yang diajukan debitur (UUHT, 1996:
Pasal 6). Debitur biasanya mengajukan gugatan dengan dalih bahwa prosedur lelang
tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Misalnya, debitur beralasan tidak menerima pemberitahuan secara layak mengenai
rencana eksekusi, atau bahwa pelelangan dilakukan tanpa melibatkan Pengadilan
Negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah parate eksekusi dapat
dilaksanakan tanpa adanya fiat dari pengadilan. Seperti dikemukakan oleh Sudikno
Mertokusumo, “eksekusi pada hakikatnya merupakan upaya paksa negara melalui
lembaga peradilan” (Mertokusumo, 2006: 121). Selain parate eksekusi, UUHT juga
mengatur mengenai mekanisme fiat eksekusi, yaitu pelaksanaan eksekusi dengan
penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Mekanisme ini biasanya ditempuh apabila
terdapat hambatan atau keberatan dari debitur terhadap proses eksekusi. Dengan
demikian, kreditur harus menempuh jalur pengadilan untuk memperoleh perintah
eksekusi. Menurut Subekti, “keberadaan fiat eksekusi menunjukkan bahwa hukum
tetap memberikan ruang perlindungan terhadap debitur agar pelaksanaan eksekusi
tidak sewenang-wenang” (Subekti, 2002: 63).

Dalam praktik, keberadaan dua mekanisme eksekusi ini seringkali menimbulkan
kebingungan. Kreditur cenderung memilih parate eksekusi karena lebih cepat dan
efisien, tetapi debitur hampir selalu berupaya menggugat agar proses eksekusi
dialihkan menjadi fiat eksekusi. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah
parate eksekusi tetap sah dilakukan meskipun ada gugatan debitur. J. Satrio
berpendapat bahwa “parate eksekusi merupakan hak mutlak kreditur yang tidak
dapat diganggu gugat sepanjang prosedur formal dipenuhi” (Satrio, 2002: 92).
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Namun, dalam kenyataannya, gugatan debitur dapat menunda pelaksanaan
eksekusi. Banyak kantor lelang yang menangguhkan pelaksanaan lelang apabila
terdapat gugatan dari debitur. Hal ini mengacu pada prinsip kehati-hatian agar tidak
terjadi benturan hukum. Padahal, secara normatif, gugatan tidak otomatis
menangguhkan eksekusi kecuali terdapat penetapan pengadilan. Menurut Ridwan
HR, “salah satu kelemahan hukum administrasi kita adalah adanya kecenderungan
pejabat bersikap over-compliance terhadap gugatan” (Ridwan, 2011: 39). Kendala
lain dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan adalah terkait dengan prosedur
pemberitahuan. Undang-Undang Hak Tanggungan tidak secara rinci mengatur
mekanisme pemberitahuan rencana lelang kepada debitur. Akibatnya, seringkali
timbul sengketa mengenai sah atau tidaknya pemberitahuan tersebut. Sebagian
debitur beralasan tidak pernah menerima surat peringatan atau surat
pemberitahuan lelang, sehingga mengajukan gugatan pembatalan lelang. Hal ini
memperlihatkan adanya kekosongan norma dalam UUHT (UUHT, 1996: Pasal 20).

Untuk mengisi kekosongan tersebut, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pasal 15
peraturan ini menegaskan bahwa debitur harus diberikan pemberitahuan secara
tertulis mengenai rencana lelang, termasuk waktu, tempat, dan syarat lelang.
Namun, dalam praktik, masih banyak debitur yang mengaku tidak mendapatkan
pemberitahuan, sehingga mempermasalahkan keabsahan lelang di pengadilan.
Menurut Hadjon, “perlindungan hukum preventif hanya dapat efektif apabila
terdapat prosedur pemberitahuan yang jelas dan transparan” (Hadjon, 1997: 71).
Selain persoalan pemberitahuan, keberatan lain yang diajukan debitur adalah
mengenai nilai limit lelang. Debitur seringkali menilai bahwa harga limit yang
ditetapkan terlalu rendah dan merugikan mereka. Dalam konteks ini, keberatan
debitur berlandaskan pada asas keadilan dan proporsionalitas. Padahal, Pasal 27 PMK
213/2020 telah mengatur bahwa nilai limit ditentukan berdasarkan hasil penilaian
appraisal independen. Persoalan ini memperlihatkan adanya ketidakpuasan debitur
terhadap mekanisme appraisal (PMK 213/2020: Pasal 27).

Selain aspek administratif, dalam praktik juga sering terjadi perbedaan sikap
pengadilan terhadap keberatan debitur. Ada pengadilan yang menganggap bahwa
keberatan debitur tidak relevan karena hak tanggungan bersifat droit de preference
(hak didahulukan). Namun, ada juga pengadilan yang membatalkan lelang dengan
alasan adanya pelanggaran asas keadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum
bagi kreditur. Menurut Otto, “kepastian hukum tidak hanya soal keberadaan aturan,
tetapi juga soal konsistensi dalam penerapan” (Otto, 2006: 48). Dalam beberapa
kasus, gugatan debitur bahkan diajukan setelah lelang selesai dilaksanakan. Kondisi
ini menimbulkan kerumitan tambahan, karena pemenang lelang sudah memiliki
kepentingan hukum yang sah terhadap objek lelang. Apabila gugatan debitur
dikabulkan, maka posisi hukum pemenang lelang menjadi terganggu. Hal ini
memperlihatkan adanya benturan kepentingan antara kreditur, debitur, dan

50



P-ISSN: 1907-5251

W ”  YUSTISI N, e

\J

JURNAL HUKUM & KUM ISLAM
Vol. 13 No. 1 Februari 2026 http://ejournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

pemenang lelang. Menurut Pitlo, “hukum jaminan seharusnya menjamin adanya
kepastian dan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik” (Pitlo, 1993: 77).
Secara normatif, gugatan debitur tidak otomatis menunda pelaksanaan eksekusi,
kecuali pengadilan secara eksplisit memerintahkan penundaan. Namun, secara
faktual, banyak pelaksanaan lelang yang ditunda dengan alasan menghindari potensi
sengketa. Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan praktik hukum.
Seperti dikemukakan Satjipto Rahardjo, “hukum yang hidup seringkali berbeda
dengan hukum dalam teks undang-undang” (Rahardjo, 2003: 54). Untuk mengatasi
persoalan ini, diperlukan kejelasan regulasi mengenai kedudukan gugatan debitur
terhadap pelaksanaan eksekusi. Peraturan perundang-undangan perlu memberikan
batasan yang lebih tegas mengenai kapan gugatan dapat menunda eksekusi dan
kapan tidak. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi pejabat lelang atau pengadilan
untuk menafsirkan secara berbeda. Menurut Shubhan, “kepastian hukum dalam
bidang jaminan sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan”
(Shubhan, 2012: 23).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur eksekusi hak
tanggungan dalam konteks gugatan debitur masih menghadapi berbagai kendala,
baik dari aspek normatif maupun praktik. Gugatan debitur seringkali menghambat
pelaksanaan parate eksekusi, meskipun secara normatif tidak seharusnya demikian.
Perbedaan tafsir antar aparat hukum semakin memperburuk kondisi kepastian
hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta konsistensi penerapan
hukum agar eksekusi hak tanggungan benar-benar dapat berjalan efektif.

B. Kepastian Hukum Eksekusi Hak Tanggungan atas Perjanjian Kredit
Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari lembaga jaminan hak
tanggungan. Dengan adanya hak tanggungan, kreditur diharapkan memperoleh
perlindungan hukum yang kuat ketika debitur wanprestasi. Pasal 20 ayat (1) UUHT
memberikan dasar bahwa kreditur berhak menjual objek hak tanggungan melalui
pelelangan umum untuk melunasi piutang. Namun, persoalan muncul ketika gugatan
debitur menunda atau bahkan membatalkan pelaksanaan eksekusi, sehingga
kepastian hukum yang dijanjikan oleh UUHT menjadi kabur (UUHT, 1996: Pasal 20).
Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum hanya dapat terwujud jika aturan hukum
yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat diterapkan tanpa diskriminasi. la
menyatakan bahwa “hukum harus memberikan prediktabilitas bagi warga negara
sehingga mereka dapat menyesuaikan tindakannya” (Otto, 2006: 48). Dalam konteks
eksekusi hak tanggungan, kepastian hukum seharusnya memastikan bahwa kreditur
dapat melaksanakan haknya tanpa hambatan yang tidak beralasan, sementara
debitur tetap memiliki akses pada mekanisme perlindungan hukum yang sah. Sifat
hak tanggungan yang accesoir terhadap perjanjian pokok menegaskan bahwa
keberadaan hak tanggungan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit. Hal ini
berarti apabila perjanjian kredit berakhir karena wanprestasi, maka hak tanggungan
dapat dieksekusi. Menurut J. Satrio, “hak tanggungan memberikan jaminan kepastian
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pembayaran utang, karena kedudukan kreditur dijamin oleh hukum untuk
didahulukan” (Satrio, 2002: 94). Namun, dalam praktik, gugatan debitur seringkali
menimbulkan keraguan terhadap kepastian pelaksanaan asas droit de preference.
Kepastian hukum dalam eksekusi hak tanggungan juga sangat dipengaruhi oleh peran
aparat penegak hukum, khususnya pengadilan. Perbedaan sikap hakim dalam menilai
gugatan debitur menyebabkan ketidakpastian bagi kreditur. Dalam beberapa kasus,
hakim memutuskan untuk menunda eksekusi sampai gugatan diputus, sementara
pada kasus lain hakim tetap memperbolehkan eksekusi berjalan. Inkonsistensi ini
menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik (Mertokusumo, 2006: 118).

Salah satu upaya untuk menjamin kepastian hukum adalah melalui penguatan
regulasi teknis. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 dan PMK Nomor
213/PMK.06/2020 telah memberikan pedoman yang lebih detail terkait pelaksanaan
eksekusi jaminan. Kedua regulasi ini menekankan asas legalitas, transparansi, dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan lelang. Menurut Hadjon, “perlindungan hukum
preventif hanya dapat dicapai jika terdapat prosedur hukum yang jelas dan dapat
diprediksi” (Hadjon, 1997: 74). Namun, regulasi yang sudah ada masih menghadapi
kendala dalam penerapannya. Salah satunya adalah lemahnya mekanisme
pengawasan terhadap pelaksanaan lelang. Dalam beberapa kasus, lelang tetap
dilaksanakan meskipun debitur tidak menerima pemberitahuan secara layak. Hal ini
menimbulkan gugatan dan akhirnya memperpanjang proses penyelesaian sengketa.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara teori dan praktik, di mana aturan
hukum tidak selalu dijalankan sesuai yang diamanatkan (Ridwan, 2011: 41).

Kepastian hukum juga ditentukan oleh aspek perlindungan terhadap debitur.
Walaupun kreditur memiliki hak preferen, debitur tetap memiliki hak untuk
mendapatkan keadilan dalam proses eksekusi. Oleh karena itu, mekanisme
pemberitahuan dan kesempatan untuk melunasi utang sebelum lelang menjadi
bagian dari prinsip due process of law. Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum tidak
boleh hanya dilihat sebagai teks, tetapi harus dihayati sebagai sarana melindungi hak-
hak manusia” (Rahardjo, 2003: 59). Putusan pengadilan yang tidak konsisten
terhadap gugatan debitur juga menimbulkan ketidakpastian bagi pihak ketiga,
khususnya pemenang lelang. Pemenang lelang yang beritikad baik seringkali
dirugikan karena lelang dibatalkan atas dasar gugatan debitur. Hal ini bertentangan
dengan asas perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang telah memenuhi prosedur
sah. Pitlo menegaskan bahwa “jaminan harus memberikan kepastian tidak hanya bagi
kreditur, tetapi juga bagi pihak ketiga yang memperoleh hak secara sah” (Pitlo, 1993:
81).

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan persoalan kepastian hukum adalah
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2012. Dalam putusan ini, pengadilan
memenangkan debitur dengan alasan bahwa lelang dilakukan tanpa prosedur yang
jelas, meskipun secara normatif kreditur memiliki hak eksekusi. Putusan ini
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menunjukkan bahwa meskipun hukum tertulis memberikan kewenangan pada
kreditur, namun penerapannya sangat bergantung pada penafsiran hakim (Putusan
MA No. 1654 K/Pdt/2012). Sebaliknya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 246
K/Pdt/2020, pengadilan menguatkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh
kreditur. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan standar dalam menilai sah atau
tidaknya eksekusi. Inkonsistensi putusan ini jelas bertentangan dengan prinsip
kepastian hukum, karena pelaku usaha perbankan tidak dapat memprediksi
bagaimana nasib eksekusi yang mereka lakukan (Putusan MA No. 246 K/Pdt/2020).
Untuk menciptakan kepastian hukum, perlu adanya penguatan sistem hukum yang
memastikan bahwa aturan mengenai eksekusi hak tanggungan dapat diterapkan
secara konsisten. Salah satunya adalah melalui unifikasi yurisprudensi, sehingga
pengadilan memiliki pedoman yang sama dalam menangani sengketa eksekusi hak
tanggungan. Menurut Shubhan, “kepastian hukum dalam bidang jaminan akan
meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas sektor keuangan” (Shubhan, 2012:
29). Kepastian hukum juga harus mencakup aspek perlindungan hak asasi manusia.
Meskipun kreditur berhak melakukan eksekusi, debitur tetap harus dilindungi agar
tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu, regulasi harus
menjamin keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Menurut Hadi
Shubhan, “hukum jaminan berfungsi ganda, yakni sebagai instrumen perlindungan
kreditur dan sebagai sarana untuk menjaga keadilan bagi debitur” (Shubhan, 2012:
33).

Dengan demikian, kepastian hukum dalam eksekusi hak tanggungan hanya dapat
tercapai apabila terdapat aturan hukum yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, serta
perlindungan yang proporsional bagi semua pihak. Regulasi teknis perlu diperkuat,
yurisprudensi perlu disatukan, dan aparat hukum harus menerapkan hukum secara
adil. Tanpa adanya kepastian hukum, hak tanggungan kehilangan fungsinya sebagai
instrumen jaminan yang dapat diandalkan dalam perjanjian kredit.

C. Implikasi Putusan Pengadilan terhadap Praktik Eksekusi Hak Tanggungan
Putusan pengadilan dalam perkara eksekusi hak tanggungan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap praktik hukum di Indonesia. Perbedaan putusan yang muncul
antara satu kasus dengan kasus lainnya menimbulkan ketidakpastian, baik bagi
kreditur maupun debitur. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 246
K/Pdt/2020 memenangkan kreditur, sedangkan Putusan Nomor 1654 K/Pdt/2012
memenangkan debitur. Inkonsistensi ini menciptakan keraguan dalam implementasi
hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan (Putusan MA No. 246 K/Pdt/2020;
Putusan MA No. 1654 K/Pdt/2012). Bagi kreditur, putusan pengadilan yang tidak
konsisten menimbulkan risiko hukum tambahan dalam pemberian kredit. Kreditur
tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan hak tanggungan sebagai sarana
perlindungan, karena masih ada kemungkinan eksekusi ditunda atau dibatalkan oleh
pengadilan. Menurut Otto, “kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dan
prediktabilitas dalam setiap putusan pengadilan” (Otto, 2006: 51). Jika hal ini tidak
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tercapai, maka tujuan hukum sebagai sarana perlindungan menjadi lemah. Implikasi
lain dari inkonsistensi putusan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga lelang negara. Banyak pemenang lelang yang merasa dirugikan
karena hasil lelang dibatalkan akibat gugatan debitur yang dikabulkan. Padahal,
pemenang lelang biasanya adalah pihak ketiga yang beritikad baik. Menurut Pitlo,
“perlindungan hukum terhadap pihak ketiga merupakan aspek penting dalam hukum
jaminan” (Pitlo, 1993: 83). Jika pihak ketiga tidak terlindungi, maka mekanisme lelang
kehilangan legitimasi sosial.

Bagi debitur, adanya putusan pengadilan yang mengakomodasi gugatan mereka
menimbulkan persepsi bahwa eksekusi hak tanggungan masih dapat dinegosiasikan.
Hal ini dapat memicu moral hazard, di mana debitur sengaja mengajukan gugatan
untuk menunda eksekusi meskipun sudah jelas wanprestasi. Menurut Satrio, “hak
tanggungan bersifat tegas dan harus dilaksanakan sesuai asas droit de preference,
tanpa harus diganggu oleh upaya yang mengaburkan pelaksanaan hukum” (Satrio,
2002: 96). Selain itu, putusan pengadilan yang tidak konsisten juga berdampak pada
stabilitas sistem perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat
bergantung pada kepastian hukum untuk menjamin dana masyarakat yang dikelola.
Jika bank tidak mendapatkan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi, maka
kecenderungannya adalah memperketat penyaluran kredit. Hal ini berpotensi
memperlambat pertumbuhan ekonomi. Menurut Shubhan, “lemahnya kepastian
hukum di bidang jaminan dapat menghambat iklim investasi” (Shubhan, 2012: 31).

Putusan pengadilan juga berimplikasi terhadap posisi notaris dan PPAT sebagai pihak
yang membuat akta hak tanggungan. Jika putusan pengadilan membatalkan eksekusi
dengan alasan cacat formil dalam akta, maka tanggung jawab profesional notaris dan
PPAT dipertaruhkan. Mulyoto menegaskan bahwa “akta autentik memiliki kekuatan
pembuktian sempurna, namun jika cacat formil maka kekuatan itu hilang” (Mulyoto,
2010: 97). Hal ini memperlihatkan pentingnya kehati-hatian notaris dan PPAT dalam
pembuatan akta. Dalam praktik, perbedaan putusan juga menimbulkan disparitas
hukum antar daerah. Di satu pengadilan negeri, gugatan debitur ditolak, sementara
di pengadilan lain gugatan serupa justru dikabulkan. Disparitas ini menimbulkan
ketidakadilan dan merusak asas equality before the law. Menurut Mertokusumo,
“salah satu ciri kepastian hukum adalah perlakuan hukum yang sama bagi semua
orang tanpa diskriminasi” (Mertokusumo, 2006: 120). Perbedaan putusan ini pada
akhirnya menimbulkan kebutuhan akan unifikasi yurisprudensi. Mahkamah Agung
sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia perlu mengeluarkan pedoman yang lebih
tegas mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Dengan adanya pedoman,
hakim di tingkat pertama dan banding akan memiliki dasar yang seragam dalam
memutus perkara. Hal ini penting agar praktik hukum lebih konsisten dan dapat
diprediksi (Rahardjo, 2003: 63). Salah satu implikasi positif dari adanya putusan
pengadilan adalah memberikan tekanan kepada kreditur agar lebih berhati-hati
dalam melaksanakan eksekusi. Kreditur tidak boleh semata-mata berpegang pada
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kekuatan hukum hak tanggungan, tetapi juga harus memperhatikan prosedur
administrasi secara detail. Misalnya, pemberitahuan yang jelas, nilai limit yang wajar,
dan transparansi dalam lelang. Dengan demikian, putusan pengadilan juga berfungsi
sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi kesewenang-wenangan kreditur
(Hadjon, 1997: 77).

Namun demikian, jika putusan pengadilan terlalu sering memenangkan debitur,
maka fungsi hak tanggungan sebagai instrumen jaminan akan melemah. Debitur akan
semakin berani melakukan wanprestasi karena merasa memiliki peluang untuk
menggagalkan eksekusi. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan antara
perlindungan kreditur dan debitur. Padahal, hukum jaminan dibangun untuk
memberikan keseimbangan perlindungan bagi kedua belah pihak (Subekti, 2002: 69).
Implikasi putusan pengadilan juga menyentuh aspek psikologis dalam hubungan
kreditur dan debitur. Kreditur mungkin menjadi lebih selektif dan keras dalam
memberikan kredit, sementara debitur menjadi lebih berani dalam mengambil risiko
hukum. Kondisi ini dapat memperburuk hubungan kepercayaan yang seharusnya
menjadi dasar perjanjian kredit. Otto menyebutkan bahwa “hukum tidak boleh
mengikis rasa percaya dalam hubungan sosial dan ekonomi” (Otto, 2006: 55).

Untuk mengurangi dampak negatif dari inkonsistensi putusan pengadilan, diperlukan
reformasi dalam sistem hukum acara perdata. Salah satunya adalah dengan
memperkuat peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sebelum
gugatan masuk ke tahap persidangan. Dengan mediasi, debitur dan kreditur dapat
mencari solusi yang lebih adil tanpa harus menunggu putusan yang berlarut-larut.
Mertokusumo menegaskan bahwa “fungsi hukum acara bukan hanya mengadili,
tetapi juga menyelesaikan sengketa secara adil” (Mertokusumo, 2006: 126). Dengan
demikian, implikasi putusan pengadilan terhadap praktik eksekusi hak tanggungan
sangat luas, meliputi aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Inkonsistensi putusan
menimbulkan ketidakpastian, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan
melemahkan fungsi hak tanggungan sebagai instrumen jaminan. Oleh karena itu,
diperlukan konsistensi yurisprudensi, penguatan regulasi, serta reformasi hukum
acara agar pelaksanaan eksekusi hak tanggungan benar-benar mencerminkan asas
kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa eksekusi hak tanggungan masih
menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi normatif maupun praktik. Kendala utama
muncul akibat adanya gugatan debitur yang seringkali menunda atau bahkan
membatalkan pelaksanaan eksekusi, meskipun secara normatif gugatan tersebut tidak
semestinya menghalangi hak kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum
yang seharusnya memberikan kepastian justru menimbulkan ketidakpastian dalam
praktik (Otto, 2006: 51). Prosedur eksekusi hak tanggungan dalam konteks gugatan
debitur memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dalam UUHT
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dan praktik pelaksanaan di lapangan. Kreditur seringkali memilih jalur parate eksekusi,
tetapi debitur menggunakan instrumen gugatan untuk menunda proses tersebut.
Akibatnya, hak tanggungan yang seharusnya memberikan kedudukan preferen kepada
kreditur, menjadi tidak efektif secara praktis. Menurut Satrio, fungsi utama hak
tanggungan adalah menjamin kepastian pembayaran utang, namun fungsi tersebut
kerap tereduksi dalam praktik (Satrio, 2002: 96). Dari perspektif kepastian hukum,
perbedaan putusan pengadilan semakin memperburuk kondisi. Inkonsistensi putusan
dalam perkara eksekusi hak tanggungan menimbulkan ketidakpastian tidak hanya bagi
kreditur dan debitur, tetapi juga bagi pihak ketiga, seperti pemenang lelang. Kondisi ini
jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan oleh Jan
Michiel Otto, yang menyatakan bahwa hukum harus konsisten dan dapat diprediksi
(Otto, 2006: 48). Oleh karena itu, unifikasi yurisprudensi dan konsistensi penerapan
hukum sangat diperlukan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi agar regulasi terkait eksekusi hak
tanggungan diperkuat, khususnya mengenai kedudukan gugatan debitur terhadap
proses eksekusi. Peraturan yang lebih tegas akan mengurangi ruang multitafsir dan
meminimalisir praktik over-compliance yang sering dilakukan aparat lelang maupun
pengadilan. Selain itu, mediasi dapat dijadikan mekanisme alternatif untuk
menyelesaikan sengketa sebelum berlanjut pada gugatan yang panjang dan berlarut-
larut. Akhirnya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan
hukum jaminan di Indonesia, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis,
penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara kepastian hukum dan
perlindungan hak dalam eksekusi hak tanggungan. Secara praktis, penelitian ini dapat
menjadi acuan bagi kreditur, debitur, notaris, PPAT, serta aparat peradilan dalam
melaksanakan eksekusi hak tanggungan yang sesuai dengan asas keadilan, kepastian,
dan kemanfaatan. Dengan demikian, hak tanggungan tetap dapat berfungsi optimal
sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perjanjian kredit.
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